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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dilihat dari sejarah penggunaan narkoba, substansi ini telah dikenal 

sejak 50.000 tahun yang lalu sebagai obat penghilang rasa sakit yang disebut 

candu, berasal dari sari bunga opium (Papauor Samnifertium). Bangsa 

Sumeria menemukan penggunaannya sekitar 2000 SM untuk membantu 

tidur dan meredakan rasa sakit. Kemudian, candu ini dimodifikasi dengan 

amonia menjadi morphin, ditemukan oleh dokter Westphalia Friedrich 

Wilhelm pada tahun 1806. Morphine kemudian digunakan sebagai 

pengobatan penghilang rasa sakit selama Perang Saudara pada tahun 1856 

(Aulia, 2018: 4). 

Awalnya, narkoba dimanfaatkan untuk tujuan medis, khususnya 

dalam pengobatan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan 

hubungan internasional yang terlibat dalam dinamika politik, narkoba 

menjadi sasaran bagi oknum-oknum yang mencari keuntungan dari efek 

adiktifnya. Hal ini mengubah narkoba menjadi bisnis yang menguntungkan 

dengan menambahkan zat-zat adiktif berbahaya yang mengancam 

masyarakat. Pemanfaatan narkoba yang awalnya untuk pengobatan secara 

bertahap berubah menjadi penyebab ketergantungan bagi penggunanya 

(Aulia, 2018: 5). 

Keberadaan narkoba saat ini memiliki dua sisi yang berlawanan. 

Bila digunakan secara tepat dan sesuai prosedur, narkoba dapat memberikan 

manfaat besar bagi kehidupan manusia, bahkan bisa digunakan untuk 
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menyelamatkan nyawa seseorang. Namun, jika disalahgunakan, narkoba 

dapat menimbulkan dampak buruk tidak hanya bagi kesehatan individu, 

tetapi juga berpotensi menimbulkan kematian dan merusak masa depan 

suatu bangsa, terutama jika generasi muda terjerumus dalam dunia gelap 

narkoba (Musakkir, 2016: 3). 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba 

dikeluarkan dengan tujuan untuk mencegah, melindungi, dan 

menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba serta 

memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Meskipun 

undang-undang ini mengancam sanksi berat bagi pelaku kejahatan narkoba, 

seperti pidana penjara maksimal 1 tahun untuk pemakai narkoba golongan 

III, maksimal 2 tahun untuk pemakai narkoba golongan II, dan maksimal 4 

tahun untuk pemakai narkoba golongan I, serta ancaman pidana yang lebih 

berat bagi pengedar, namun penyalahgunaan narkoba di Indonesia tetap 

menjadi masalah yang belum teratasi (Musakkir, 2016: 3).  

Kondisi tersebut menjadi keprihatinan bagi semua pihak karena 

penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak negatif bagi individu 

penggunanya, tetapi juga mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Lebih 

dari itu, penyalahgunaan narkoba secara massal oleh masyarakat dapat 

melemahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba telah menjadi 

ancaman serius bagi keamanan manusia di Indonesia (Muhamad, 2015: 5-

8). Konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba dapat merusak generasi 

bangsa di masa depan. Secara sosio-ekonomi, penyalahgunaan narkoba 
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tidak hanya berdampak pada individu pengguna tetapi juga pada keluarga, 

komunitas, dan negara (Eric, 2017: 49-53). Menurut Eric, masyarakat yang 

mayoritas terdiri dari generasi muda yang terlibat dalam penyalahgunaan 

narkoba tidak dapat dikatakan sehat dan berkembang, karena mereka 

kehilangan potensi untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif akibat 

dampak negatifnya terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan kondisi 

ekonomi, yang sering kali berujung pada kematian prematur (UNODC, 

2016). 

Penyebabnya adalah bahwa para pecandu narkoba sering kali 

menjadi antisosial dan potensi mereka untuk berkembang dan maju 

terbuang percuma karena mereka terikat pada kebiasaan penggunaan 

narkoba mereka. Ancaman narkoba juga berkontribusi pada munculnya 

kemiskinan karena penggunaan narkoba dapat menguras pendapatan 

pengguna, mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap keluarga, orang 

yang dicintai, dan tanggung jawab lainnya. 

Pemerintah telah mengimplementasikan program-program dan 

berbagai upaya untuk menanggulangi dampak negatif dari penyebaran luas 

penyalahgunaan narkoba. Salah satunya adalah dengan meningkatkan peran 

rehabilitasi. Aryani mencatat bahwa pemerintah bersama masyarakat telah 

melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan para penyalahguna dari 

kecanduan narkoba dan menghindarkan mereka dari pelanggaran hukum. 

Upaya tersebut meliputi penyelamatan para penyalahguna narkoba melalui 

pengobatan dan rehabilitasi (Aryani, 2018). 
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Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan pusat dalam upaya 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Salah satu strategi yang 

digunakan oleh Badan Narkotika Nasional untuk mengatasi 

penyalahgunaan narkotika adalah melalui program rehabilitasi bagi para 

pengguna narkotika (BNN, 2019). 

Saat ini, penyalahgunaan narkotika telah menyebar luas di kalangan 

generasi muda maupun generasi tua di Indonesia, termasuk di Kabupaten 

Buleleng. Penyebaran narkotika menjadi semakin mudah karena berbagai 

faktor seperti lingkungan dan kondisi ekonomi. Meskipun pemerintah telah 

mengeluarkan peraturan yang ketat untuk mencegah dan mengatasi 

penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, dan aparat penegak 

hukum, terutama kepolisian, bekerja sama dalam penanganan masalah ini, 

namun kasus-kasus kriminal terkait narkotika masih kerap terjadi di 

masyarakat (Aulia, 2018: 52). 

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika 

No Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 

kasus 

1 2018 57 6 63 

2 2019 27 2 29 

3 2020 72 1 73 

4 2021 54 - 54 

5 2022 34 1 35 

6 2023 34 3 37 
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Sumber : data tahunan kasus penyalahgunaan narkotika dari Satuan 

Res. Narkoba Kepolisian Kabupaten Buleleng. 

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 1, terlihat bahwa jumlah 

kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Pada tahun 2021, 

jumlah kasus penyalahgunaan narkotika mencapai 54 kasus di Kabupaten 

Buleleng. Pada tahun 2022, jumlah kasus sempat mengalami penurunan, 

namun pada tahun 2023 jumlah kasus kembali naik mencapai 37 kasus, 

walaupun baru memasuki pertengahan tahun. 

Pasal 54 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

narkotika didukung oleh peraturan khusus dalam Surat Edaran Mahkamah 

Agung No. 4 Tahun 2010 mengenai Penempatan Penyalahguna dan 

Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Surat edaran ini 

merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2009 

yang mengatur tentang Penempatan Pemakai Narkotika di Panti Terapi dan 

Rehabilitasi sebelumnya. 

Selain itu, perlu dicatat bahwa penerapan Pasal 54 Undang-Undang 

Narkotika juga mencakup arahan dan petunjuk khusus untuk penuntut 

umum, yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-

002/A/JA/02/2013, mengenai Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika 

ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. 

1) Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dapat dilakukan 

melalui diversi, seperti yang dijelaskan oleh Handayani (2018), 

dimana pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika tidak 
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dijatuhi hukuman penjara, tetapi mereka dituntut untuk menjalani 

perawatan rehabilitasi di Panti Rehabilitasi. 

2) Wajib lapor pecandu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 2011. 

3) Dalam penanganan narkotika, penuntut umum dapat mengajukan 

tuntutan pidana  berupa  penempatan  terdakwa  ke  fasilitas  

Rehabilitas  atau  sebelumnya  menempatkan terdakwa ke fasilitas 

rehabilitas. 

4) Melalui Peraturan Pemerintah tadi, diperlukan adanyaantisipasi  

terhadap  kemungkinan  memanfaatkan  celah  oleh  pihak  pengedar  

atau  bandar narkotika.  Oleh  karena  itu,  penerapan  Pasal  54  

memerlukan  tindakan  selektifdan  pengadilan yang  ketat  dan  

syarat  serta  klasifikasi  yang  rigid  terkait  barang  buktinya. 

5) Disebutkan bahwa  syarat  dan  klasifiasi  tindak  pidana  narkotika  

yang  terdakwanya  dapat  ditempatkan  di fasilitas rehabilitasi pada 

proses penuntutan diatur dalam Surat Edaran/Petunjuk Jaksa Agung 

Muda Tindak Pidana Umum (Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-

002/A/JA/02/2013). 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

mengadopsi sistem double track yang mencakup sanksi pidana dan sanksi 

tindakan. Konsep double track system dalam perkembangan hukum modern 

mengacu pada pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. 

Perkembalngaln ini mengenallkaln tindalkaln (malaltregel) sebalgali allternaltif 
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terhaldalp pidalnal pokok, terutalmal pidalnal penjalral, kalrenal aldalnyal keralgualn 

terhaldalp efektivitals penjalral sebalgali bentuk hukumaln (Gital, 20l12: 5). 

Sallalh saltu bentuk salnksi tindalkaln yalng diteralpkaln terhaldalp pelalku 

penyallalhgunalaln nalrkotikal aldallalh rehalbilitalsi, yalng merupalkaln seralngkalialn 

proses pemulihaln. Nalmun, daltal lalpalngaln menunjukkaln balhwal halkim 

cenderung menghukum pecalndu nalrkotikal dengaln pidalnal penjalral (BNN, 

20l14: 4). ALkibaltnyal, pecalndu nalrkotikal halrus menjallalni malsal hukumaln di 

Lembalgal Pemalsyalralkaltaln (Lalpals) talnpal mendalpaltkaln kesempaltaln untuk 

direhalbilitalsi, sehinggal pelalksalnalaln rehalbilitalsi malsih terbaltals. Situalsi ini 

menyebalbkaln malsallalh lalin seperti overkalpalsitals di lembalgal 

pemalsyalralkaltaln. 

Rehalbilitalsi aldallalh seralngkalialn proses pemulihaln. Pemberialn 

lalyalnaln rehalbilitalsi yalng efektif daln berkuallitals dihalralpkaln dalpalt 

memberikaln dalmpalk positif, seperti menurunkaln peredalraln nalrkobal, 

menguralngi kerugialn negalral alkibalt nalrkobal, daln meningkaltkaln kuallitals 

hidup malsyalralkalt. Lalyalnaln rehalbilitalsi yalng efektif daln berkuallitals halrus 

tersedial di semual falsilitals rehalbilitalsi yalng dikelolal oleh Baldaln Nalrkotikal 

Nalsionall, dengaln pengalturaln yalng memalstikaln penyelenggalralaln lalyalnaln 

rehalbilitalsi berkelalnjutaln. 

Rehalbilitalsi dialnggalp sebalgali pendekaltaln terbalik daln dialnggalp 

sebalgali upalyal yalng palling menghalrgali malrtalbalt malnusial. Dallalm 

rehalbilitalsi, malsal hukumaln tidalk halnyal dimalksudkaln sebalgali bentuk 

hukumaln yalng bertujualn untuk menimbulkaln efek jeral semaltal, tetalpi jugal 
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halrus memberikaln malnfalalt lalin balgi tersalngkal altalu terdalkwal, sesuali dengaln 

konsep hukum modern salalt ini. 

Talbel 1. 2 Da ltal Jumlalh Rehalbilitalsi Di BNNK Buleleng 

 

No 

 

Talhun 

 

Penyallalhgunal 

Nalrkotikal 

Penggunal Yalng Direhalbilitalsi  

Jumlalh 

Persentalse 

Ralwalt 

Jallaln 

Ralwalt 

Inalp 

Jumlalh 

1 20l18 63 6 6 12 19% 

2 20l19 29 43 16 59 20l3% 

3 20l20l 73 26 14 40l 54% 

4 20l21 54 88 12 10l0l 185% 

5 20l22 35 56 8 64 182% 

6 20l23 37 50l 12 62 167% 

Totall 291 337  

Sumber: Daltal talhunaln jumlalh rehalbilitalsi dalri Baldaln Nalrkotikal Nalsionall 

Kalbupalten Buleleng 

Menurut daltal yalng tercalntum dallalm Talbel 2, jumlalh individu yalng 

menjallalni rehalbilitalsi dalri talhun 20l18 hinggal September 20l23 mencalpali 

337 oralng. Paldal talhun 20l21, terjaldi peningkaltaln jumlalh dual kalli lipalt 

dibalndingkaln talhun sebelumnyal, sementalral paldal talhun 20l23 (per 

September), tercaltalt penurunaln dual oralng dibalndingkaln talhun sebelumnyal. 

Secalral mendalsalr, pecalndu nalrkobal memiliki sifalt aldiksi yalng 

menyebalbkaln tingkalt relalps (kemballi menggunalkaln nalrkobal) yalng tinggi, 

sehinggal merekal tidalk dalpalt pulih dengaln sendirinyal. ALdiksi merujuk paldal 

kondisi ketergalntungaln fisik daln mentall terhaldalp substalnsi tertentu yalng 
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mengubalh perilalku seseoralng. Kalralkteristik aldiksi menciptalkaln dorongaln 

balgi penyallalhgunal nalrkobal untuk terus menggunalkaln dengaln dosis yalng 

meningkalt, terutalmal setelalh terbentuknyal ketergalntungaln secalral fisik daln 

psikologis. Selalin itu, sering kalli merekal tidalk malmpu menguralngi altalu 

menghentikaln konsumsi meskipun sudalh berusalhal kerals. Oleh kalrenal itu, 

palral pecalndu memerlukaln balntualn untuk proses penyembuhaln (Sumber: 

"Mengenall ALdiksi", https://bnn.go.id/mengenall-aldiksi/, dialkses paldal 23 

ALgustus 20l23). 

Berdalsalrkaln halsil walwalncalral Bersalmal informaln balpalk I Gede 

Palncal Malrialdal, S.H. selalku penyidik pembalntu Saltnalrkobal Buleleng 

(diwalwalncalral talnggall 9 oktober 20l23), Belialu mengaltalkaln balhwal 

rehalbilitalsi di buleleng ini kuralng efektif jikal pusalt rehalbilitalsinyal lebih 

balnyalk menggunalkaln  metode walwalncalral, konseling altalu curhalt saljal, 

sedalngkaln palral pecalndu beralt raltal-raltal sudalh dewalsal sehinggal system 

salralfnyal tergalnggu daln memiliki sifalt ketergalntungaln yalng salngalt tinggi. 

Daln raltal-raltal klien rehalbilitalsi ralwalt jallaln menjaldikaln waljib lalpor halnyal 

sekedalr formallitals dengaln tujualn untuk mengetalhui perubalhaln dallalm diri 

klien rehalblitalsi tersebut talnpal aldalnyal falsilitals yalng lengkalp. Kemudialn 

Belialu jugal mengaltalkaln balhwal dengaln kuralngnyal falsilitals dallalm progralm 

rehalbilitalsi yalng aldal di pusalt rehalbilitalsi yalitu di Balli. Tentunyal itu sudalh 

menjaldi sallalh saltu malsallalh yalng halrus diperhaltikaln. Kalrenal merehalbilitalsi 

altalu memulihkaln palral pecalndu nalrkobal dengaln metode walwalncalral/ 

konseling saljal tidalklalh cukup Malkal dalri itu tidalk bisal dipungkiri lalgi balhwal 

balnyalk penyallalhgunal yalng malsuk penjalral dual kalli dengaln kalsus yalng salmal 
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(residivis) daln terkenal palsall 114 UU Nalrkotikal yalng berbunyi( “residivis 

nalrkobal”https://www.hukumonline.com/klinik/al/peneralpaln-hukumaln-

balgi-residivis-nalrkotikal , dialkses talnggall 6 oktober 20l23) : 

1) Setialp oralng yalng dallalm jalngkal walktu 3 (tigal) talhun melalkukaln 

pengulalngaln tindalk pidalnal sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 111, 

Palsall 112, Palsall 113, Palsall 114, Palsall 115, Palsall 116, Palsall 117, 

Palsall 118, Palsall 119, Palsall 120l, Palsall 121, Palsall 122, Palsall 123, 

Palsall 124, Palsall 125, Palsall 126, Palsall 127 alyalt (1), Palsall 128 alyalt 

(1), daln Palsall 129 pidalnal malksimumnyal ditalmbalh dengaln 1/3 

(sepertigal). 

2) ALncalmaln talmbalhaln 1/3 (sepertigal) seperti yalng disebutkaln dallalm 

alyalt (1) tidalk alkaln diteralpkaln paldal pelalku tindalk pidalnal yalng 

dihukum malti, dihukum penjalral seumur hidup, altalu dihukum 

penjalral selalmal 20l talhun. 

Wallalupun Upalya l progralm rehalbilitalsi tidalk sertal mertal menjaldi kunci 

dallalm menalngalngalni kalsus penyalla lhgunala ln nalrkobal, nalmun progralm 

rehalbilitalsi waljib dilalksalnalkaln ka lrenal sudalh dialmalnaltkaln dallalm palsall 54 

undalng-undalng nomor 35 tentalng nalrkotikal terkalit pelalksalnalaln rehalbilitalsi. 

Berdalsalrkaln uralialn lalta lr belalkalng di altals, malkal untuk mengkalji lebih dallalm 

mengenali kebijalka ln rehalbilitalsi kepaldal tindalk pidalnal penyallalhgunalaln 

nalrkotikal, dengaln judul “IMPLEMENTALSI PALSALL 54 UNDALNG-UNDALNG 

NOMOR 35 TALHUN 20l0l9 TENTALNG NALRKOTIKAL TERKALIT 

PELALKSALNALALN REHALBILITALSI TERHALDALP PENYALLALHGUNAL 

NALRKOTIKAL DI KALBUPALTEN BULELENG”.  

https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-hukuman-bagi-residivis-narkotika
https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-hukuman-bagi-residivis-narkotika
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1.2 Identifikalsi Malsallalh 

Berdalsalrkaln laltalr belalkalng yalng telalh di palpalrkaln dialtals, malkal 

permalsallalhaln yalng dalpalt diindentifikalsi aldallalh sebalgali berikut : 

1. Pelalksalnalaln rehalbilitalsi terhaldalp penyallalhgunal nalrkotikal alwall 

di BNNK Buleleng selalmal ini  yalng dilalkukaln sebaltals 

walwalncalral daln konseling saljal. 

2. Rehalbilitalsi sebalgalimalnal dialmalnaltkaln dallalm palsall 54 Undalng-

Undalng Nomor 35 Talhun 20l0l9 belum dalpalt dilkalsalnalkaln 

sepenuhnyal 

3. Korbaln penyallalhgunalaln nalrkotikal tidalk responsif terhaldalp 

Upalyal rehalbilitalsi yalng diprogralmkaln oleh BNNK Buleleng 

balgialn rehalbilitalsi. 

 

1.3 Pembaltalsaln Malsallalh 

Dallalm konteks mengaltur malsallalh secalral ilmialh, penting untuk 

menegalskaln mengenali malteri yalng termalsuk di dallalmnyal. Hall ini 

diperlukaln algalr isi malteri tidalk menyimpalng dalri inti permalsallalhaln yalng 

telalh dirumuskaln, sehinggal pembalhalsaln dalpalt dilalkukaln secalral terstruktur 

daln sistemaltis. Untuk menghindalri pembalhalsaln yalng tidalk relevaln, malkal 

perlu ditetalpkaln baltalsaln-baltalsaln mengenali rualng lingkup permalsallalhaln 

yalng alkaln dibalhals. Berdalsalrkaln identifikalsi malsallalh yalng telalh 

disalmpalikaln sebelumnyal, baltalsaln rualng lingkup malsallalh yalng alkaln 

dibalhals aldallalh pembaltalsaln terkalit implementalsi Palsall 54 Undalng-Undalng 
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Nomor 35 Talhun 20l0l9 tentalng Nalrkotikal dallalm konteks pelalksalnalaln 

rehalbilitalsi balgi palral penyallalhgunal nalrkotikal. 

 

1.4 Rumusaln Malsallalh 

Setelalh menguralikaln laltalr belalkalng malsallalh, malkal dalpalt 

dirumuskaln dual pokok permalsallalhaln, yalitu : 

1. Balgalimalnal implementalsi palsall 54 Undalng-Undalng Nomor 35 

Talhun 20l0l9 tentalng Nalrkotikal terkalit pelalksalnalaln rehalbilitalsi 

terhaldalp penyallalhgunal nalrkotikal di Kalbupalten Buleleng?  

2. ALpal kendallal-kendallal yalng dihaldalpi Baldaln Nalrkotikal Nalsionall 

Kalbupalten Buleleng dallalm pelalksalnalaln rehalbilitalsi terhaldalp 

penyallalhgunal nalrkotikal di Kalbupalten Buleleng? 

 

1.5 Tujualn Penelitialn 

Penelitialn paldal dalsalrnyal bertujualn untuk menemukaln, 

mengembalngkaln, daln menguji kebenalraln sualtu pengetalhualn. Menemukaln 

beralrti mendalpaltkaln pengetalhualn balru, sementalral mengembalngkaln 

malksud untuk memperluals daln menggalli lebih dallalm reallitals yalng sudalh 

aldal terkalit sualtu permalsallalhaln (Ishalq, 20l17: 25). Tujualn dalri penulisaln 

penelitialn ini, alntalral lalin aldallalh sebalgali berikut: 

1. Tujualn Umum 

Dallalm penelitialn ini yalng menjaldi tujualn umum penelitialn aldallalh 

untuk mengetalhui implementalsi palsall 54 Undalng-Undalng Nomor 

35 Talhun 20l0l9 tentalng nalrkotikal terkalit pelalksalnalaln rehalbilitalsi 
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terhaldalp penggunal nalrkotikal, daln menjaldi malsukaln balgi 

pemerintalh khususnyal instalnsi yalng berwenalng dallalm progralm 

pengelolalaln altalu kebijalkaln pelalyalnaln rehalbilitalsi daln altalu 

sejenisnyal balgi palral penyallalhgunal nalrkotikal. 

2. Tujualn Khusus 

a) Untuk mengalnallisis daln mengkalji Implementalsi palsall 54 

Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 20l0l9 Tentalng Nalrkotikal 

terkalit pelalksalnalaln rehalbilitalsi terhaldalp penyallalhgunal 

nalrkotikal di Kalbupalten Buleleng.  

b) Untuk mengetalhui kendall-kendallal yalng dihaldalpi oleh Baldaln 

Nalrkotikal Nalsionall Kalbupalten Buleleng. 

 

1.6 Ma lnfalalt Penelitialn 

Melallui malnfalalt penelitialn ini dalpalt di rumuskaln menjaldi 2 (dual) 

yalitu malnfalalt teoritis daln malnfalalt pralktis yalng memiliki keterkalitaln. 

Dihalralpkaln dallalm penelitialn ini dalpalt memberikaln malnfalalt sebalgali 

berikut:  

1. Malnfalalt Teoritis  

Penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt memberikaln malnfalalt daln 

pemalhalmaln mengenali pelalksalnalaln rehalbilitalsi terhaldalp penggunal 

nalrkobal. Selalin itu jugal dihalralpkaln menjaldi referensi talmbalhaln gunal 

pengembalngaln ilmu hukum, secalral khusus di daleralh Kalbupalten 

Buleleng . 
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2. Malnfalalalt Pralktis  

a) Menjaldi balhaln referensi balgi pemerintalh dallalm mengembalngkaln 

daln mengoptimallkaln pelalksalnalaln progralm rehalbilitalsi balgi 

penggunal nalrkobal. 

b) Menjaldi referensi balgi malsyalralkalt paldal umumnyal untuk 

berpalrtisipalsi altalu turut sertal dallalm menalnggulalngi 

penyallalhgunalaln nalrkobal di lingkungaln sekitalr. 

c) Menjaldi referensi balgi peneliti lalin yalng ingin mengalngkalt judul 

yalng serupal untuk dikembalngkaln paldal persoallaln altalu fenomenal 

yalng lebih komprehensif. 


